
SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAER,{H KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 21 TAIII.IN 2OO4

TENT.{NG

KEDIIDUKAN PRO'TOKOI-ER DAN KEI]ANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI{

KABUPATENKEDIRI

DENGAN RAKHMAT TI.]HAN YANG MAHA ESA

lr.{enimbang :4.

BUPATI KI,DIRI

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler darr Keuangprt

Pimpinan darr Anggota Dervan Perrvakilan Rakyat Daerah, maka

Psrahuan Daerah Kabupatcn L)acrah Tingkat lI Kediri Nomor 1

Tahun 1998 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Kotua

dan Anggota Dervan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Dacrah Tingliat iI Iftdit i dln Perahu'an Daerah Kabupaten

Kedili Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan

Dewan Pe$/akilan Rakyat Daerah lfubupaten Kediri sudah tidak

sesuai lagi ;

bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan dan mengatu' kembali tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam suatu Perahl'an

II

Daeralr ;

I

I
I



Mengingat : 1. Undang'rurdang Nomor 12 Tahun 1950 tontang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tenung Protokol

(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43'

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363) ;

3. Undang-rurdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keurngan

Ncgara (lrmbaran Negam Republik Indoncsia Tahun 2003

Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 4286) :

4. Unclang-wrdang Nomor 22 Tahun 2003 tmtang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat' Dewan

Perwakilan Rakya! Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2003 Nomor 92, Tarnbahan Lembaran Negara

Nomor 4310) ;

5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tcntang Perbendaharaan

Negara (kmbaran Negara Republik Intlonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan kmbatan Negara Nomor 4355) ;

6. Undang'undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan

Perahran Perundang'undangan ( Irmbaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Ncgara

Nomor 443E) ;

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara ( Lembaran

Negara Republik Indonesia taltur 2004 Nomor 53, Tambahan

kmbaran Negara Nomor 4389) ;

8. Undang'undang Nomor 32 Tahun 20f,4 tcntang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126'

Tambahan l-cmbaran Negara Nomor 4438) ;

10. Perahran Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 terltang

Ketentuan Keprotokolan mengenai Tara Tempat' Tata Upacara'

Tak Penghormatan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1990 Nomor 90, Tambatran Lombaran Ncgara Nomor

3432);

-
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11. PeraNrln P';m'rintah llomor 25 Tahun 2000 tenlang

llencna;tgittr lcnlirintalt <latt Kclvenangrn hovinsi sebagai

Doerah otortonri (L ernbaran Negara Republik Indon':sia Tahun

2000 Nr-'nror -(4, Tamhahan Irmbaran Negara Nomor 3952) :

12. Feraiunn Pernerirtah Nomor 105 Tahun 2000 Pcngclolaan dan

Petl lrggrurgjawrhan Keuangan Daerah (L'embaran Negara

R:,prrlrlik Indonesia Tahwr 2000 Nornor 202' -I'ambahan

Lernbar an Ncgara Nomor 4022) ;

i3. Perlturan Penlc'rintah Nouror 20 Tahun 2001 tcntarrg Pernbinaan

tla:r Pcugtrvaran rtas Penyelenggrraan Pemcrintahan l)aeruh

(Lembaran Negar;r Republik hConesia Tahun 2001 Nomor 41'

Torrbaltan tcnharan l'Iegara \Iomor 4090)'

14. Perlluran Ptrmclintflh Notror ?4 Talrun 200{ tcnkrng

](crJr-rclul:rrn Proiokolcr dltr I{'euangam Pimpinan dan '{nggota

Dot{an P,rrwirkilen Rakyat Dacrah (Lcmb:nan Nognra Republik

Indottt:r,il T:rlrrrn 201)4 Nr'mr''r'90, Tanthalran Lentttrtt l'r' Il:glra

NotT or 4{16).

15. Peratu'an Pemedntah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman

Perryrsttnan Perahtran Tata Teitib Dev:an Penvakilarr Rallat

Dat:ah (Lembaratl Ncgua Ropublik lr'dc'nosia T:hun 200't

l'lonror 91, Taarbah:ur Lenlbarur Negara Notnor 1417)'

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kcdiri Nomor 7 Tahun 2002

tentmg Penrrhitan Leinbarur Daemh dau Betita Daerah

Iiabupaten Kediri (Lcrnbaran Daerah Krbupaten Kediri Tahun

2002 Nornc,r 1. Scli E, Tatnbahan Lembaran Deerah Nontor I

Sori E ).

Dengan Psrscnljuan Bers'm;l

DEUI.{N PERWAKILAN RAKYi\T D^{ERAFI

KABIJPATEN KEDIRI

rlan

BLII'ATI KF,DIRI

tr,JI,\ftITTJSK.\N :

: PEF-,\TLIR,'\}I DAERA-H KAFI,IP'\TFI{ KEDIRI TF'NTANG

KEI)-rDllKAl{ PRO'IOKOIJiR DAN I;'F'UANGAN PIIvIPINAN

D..\}J ANGGOTA DEWA]'I PERW,{IJI-.'\N R-AKYAT

DALRAH KABUPA'TtrN KEDIRI'

Ivlenet:rPlian



BAB I

KETENTUAN IlNftn'I

Pasal I

Dalanr Perahuan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah, adalah KabuPaten Kediri ;

2. Pcmerintah Daerah, adalah Bupati Kediri dan perangkat Daerah sebagai unsur

pcnyelenggara Pemcrintahan Daerah ;

3. Bupali atlalah BuPati Kcdiri ;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kcdili ;

5. Dowan Perwakilan ltakl'at Drcrah, adalalr Dcwan Pcrwakilan I{akyal I);rerah

Kabuprten Kediri sclanjulnya tliscbut DPRD ;

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil'wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri;

7. Anggota DPRD adala[ Anggota yang bukan Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri ;

8. Sekrctariat DPRD, arlalah sekctariat DPRD Kabupaten Kediri;

9. Seke laris DPRD, adalah Pcjabat Petangkat Daerah yang memimpin Seketariat DPR[) ;

10. Kcdudukan Protokolcr adalah kccludukan yang diberikan kepada seseorang rrnhrk

mendapatkan penghomrataq perlakuaq dan tata tempat dalam acara resmi atau

perlemuan resmi ;

11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan ntau acara resml yang

meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacar' , dan tata penghomatan selnrbtmgan

dengan penghormatan kcpada seseorang scsuai dengan dan/atau kedudukannva dalam

negara, pemerintahan atau masyarakat ;

12. Acara resmi adalah acala ymg lprsifat resmi yang dianu dan dilaksanakan oleh

Pemelintah Daerah atau l.embaga Penvakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan

firngsiterterrtu,dilradiriolehPejabatNegara,PejabatPemerintah,PejabatPemetintah

I)aerlh sella undangan lairurYa ;

13. Tata upacara adalah aturan unfuk melaksanakan upacara dalam acera kencgaraan dan

acara fesmi ;

l4.TatatempatadalahaturanmengenaiurutantempatbagiPejabatNegara'Pejabat

PemerintallPejabatPemerintahDaera[dantokohmasyarakattertentrrdalamacara

kenegaraan atau acara tesmi ;

l5.TatapenghormatanadalahatufanuntukrnclaksanakanpemberianhormatbagiPejabat

NegarE Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu

dalam acara kcnegaraan alau acara rcsmi;

16. Uang Representasi, aclalah uang yang diberikan setiap bulan kepad'r Pimpinan dan

Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota

DI)IID;



1..
17. Uang Pake! adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota

DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas ;

18. Tunjangan Jabatan, adalah uang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan .\nggota

DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DpRD:

19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan

kepada Pimpinan dan Anggota DpRD sehubungan dengan kedudukarurya sebagai

Ketua atau wakil Ketua atau sekretaris atau Anggota panitia Musyawarah, atau

Komisi, atau Badan Kehormatar\ atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya ;

20' Tunjangan Kesejahteraan adalah nrnjangan yang disediakan kepada pimpirran dan

Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan. rumah

jabatan dan perlengkapan/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang

duka wafaUtewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah ;

21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota

DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentika. dengan

hormat ;

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutrya disebut ApBD adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan perwakilan Rakyat

Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

23' Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah pusat yang dib€ri tugas tertentu

dibidangnya sesuai dengan perahuan penurdang-undangan ;

24. Peiabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah otonom yang diberi tugas tcrtentu

dibidangnya sesuai dengan peranran perundang-undangan ;

25. lnstansi vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Non Departemen di

Daerah.

BAB II
KEDUDTIKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGCOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoloh kedudukan protokoler dalam acara resmi;

(2) Aoara resmi sebagaimana dimalsud pada ayat (l) meliputi :

a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ;

b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah 
;

c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri Pejabat pemerintah Daerah ;



Bagian Kedua

Tata Tornpat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dau;\nggota DI'RD dalam acara resmi yang diadakan di Daerah

sebagai berikut :

a. Iietua DPRD di sebclarh kir.i Bupati ;

b, \\Iaki-l-wakil Ketua DPI(D'rrersarna dengan wakil Bupati eetelah pejabat inrtanri

rcrtikal lai-un1a ;

c. -'\nggota LrPRD rlitempatkaa bersar.a dengan pejabat pemerinlah daer.ah lainnya yang

ijctingkat Asistcn selilutal'is l)aei'i.h dan Kcpala Dinas/Badan dan atau satuan kcrja

daerah lafuurya.

Pasal 4

Tata tcmpat dalarn rapat-rapat D[,RD setragai berikut :

a. Kctua DI,RD didarnpingi oluh Wakil_rvakil Kotua DpllD ;

b. Rupati dan Wakil Bupati ilitompatlian scjaj:r dan dj scbclah kalarr Kgua Dplil):
c. \\'akil-rvakil Kctua Dl,ltD duduli di sebelah kili Ketua DpRD;

d. Anggota DI)RD mendudulii tempat yang telalr disediakan untuk Anggota;

e. selaetaris DPRD, peninjau, dan rurdangan sesuai derrgan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tali! tcmpat drlam lcarii pcnBucapa. su,rpalvjarrji dan perantikan tsupati dan \\iakil
Buplti sebagai berikut :

a' Iletua DPzu di selrcrah kiri pejabat yarrg ak:ur mengarnb sumpah/ja4ii dan merantik

Bupati dan Wakil Bupati;

b. \\rakil-rvakil Ketua DI'RD dutluli rli sebelah kiri Kcrua DpRD;

c. Anggota DPRD mcnduduki tempat yang telah disediakan untuk A ggota;

d' Bupati da, wakil Bupati yang larna, duduk di sebelair kanan pejabat yang akan

mcngambil sumpah/jar{i dan mclanrik Bupati <I:ur Wakil Bupati;

e. C:lon Bupari dan lvakl Bupati yang akan dilantik duduk di sebclarr kiri wakil-wakil
Ketua DPRD;

f. Seketaris DPRD, peniqlaq dan undargan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;

g. It'Iantan Bupati d..rn wakil Bupati setclah pclantikan duduk di sebelah kiri wakil-wakil
Ke tua DPRD;

*/
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h. Bupati dan wakil I-]upari yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pe.iabal vattg

mengambil sunpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil llupati'

Pasal 6

Tata tempat dalam .Acara Pengucapan Sumpah/Janji r\nggota DPRD meliputi:

a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau

pciahat yang ditunjuk duduk di sebolah kanan Bupati ;

b. Anggota DPRD yang akrn mengucapkan sumpah/janj! duduk di tempat yang telah

disediakan;

c. selelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kri

Bupali;

d. pirnpinan DPRD yang lama dan Ketua lrcngadilan Ncgeri atau pejabat yang ditunjuli

duduk di tompat yaug telah discdiakur ;

e. Ssketaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD ;

f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan ;

g. PeniKru TV,lladio discdiakan tempat ters;ndiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Srunpah/Jzutii Ketua dan Wakil-wakil Kctua DPRD

hasil Pemilihan Unrum sebagai berikut :

a. Pimpinan Sementlra DPRD duduk di sebsk r kiri Bupali dan Wakil Bupati ;

b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelali kanan Ketua Pengadilan Negeri alau

pejabat yang dituniuk ;

c. Setelah pelarrtikan, Keiua DPRD duduli disebelah kiri Bupati dan Wakil llupati,

\ttakil-wakil Ketua DPRD duduk di scbelah Liri Kotua DPRD ;

d. N{antan Pimpinan Scnrentara DPRD d.'rn Kerua Pengadilan Negeri atau pejahat iang

dirunjuk cluduk di terupat t,ang telah discdiakan.

Bagial Keliga

Tata Upao;ua

I)asal 8

(l) Tata upacara dalam acat';t resmi dapat bei'upa upacara bendera atau bukan upacara

bendera.

(2) Untul keserag,amirn, kelancaran, kctefiiban dan kelihidmatan jalannya acara resmi,

disolenggarakan tata upaoara sesuai dengan ketentuan pcrahrran perrutdang-undangan.



Bagian Keempat

Tata Penghouna tan

Pasal 9

(I) I'}irnpiran dan Anggota DPRD rneirdapat penghormahl resuai dengart ketentuan

penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

(2) Penghonnalan sebagaimana dimaksud 1>ada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan

perahran perrurdang-undangan.

BAI} III

BELANJT\ Pf,VI],INAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Perlarna

i)enghasilan

Pasal l0

Penghasilan Pirnpinan d:m Alrggota DPI1D ti:rdii'i dari :

a. Uang Ileprescntasi ;

b. Ll.urg Paket ;

c. Tur{angan Jabatan :

d. Tunjangan Panitia Irlusl'arvarah ;

c. Tunjangan Komisi ;

f. Tunjangan Panitia ,,\nggaran :

g. Turjang:rn Badan lie homratzur ;

h. funjangln Aht }lelcnghapan lainnya.

Pasal 1l

(l) Pinpinau dan .A.nggota DPRD dibclikan Uang lleprescntasi.

(2) Uang Rcprcsentasi I(ctua DI']RD setara dengan Gaji Pokok Bupali yang dirctapkan

Pcmerintah.

(3) Uang Represenlasi Wakil l(ctua DPI{D scbcsar 8Oouir (dclapan puluh pcrseratus) dari

Liang Represcntasi llctul DPRD.

(a) Uar€ Representasi Anggota DPI{D scbesar 75olo (tujuh puluh lima perteratus) dari

Uang P.epresentasi I(etua DPllD.

(5) Selain tiang Roprerienta.si 1;urg dibcrikat sebagain.rana dimaksud pada ayat (1) juga

diberikan Tunjangan Keluarga dan I'unjangan Beras yang besanya sama dengan

ketentuan yang berlaku pada Pegrwai Negeri Sipil.
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Pasal 12

(l) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang paket.

(2) uang Paket sebagaimana dimaksud padt ayat (l) sebesar l0% (sepuluh pe^eratus)

dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

(f) Pimpinan dan Anggota DpRD dibcrikan -I 
unjangan Jabatan.

(2) Tunjang;an Jabatan setrrgairnarra <linuksud pada ayat (1) scbesar 145olo (seratus empat

puluh linu perssratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 14

(t) Pimpinan atau Anggoh DPRD yang duduk datam Puritia Musyawarah atau Komisi

atau Panitia Anggaran atau Badan Kehonnaian atau Alat kolenghapan lainnya yang

dipcrlukan, dibcrikau tunjangan sebagai bcrikut :

a. Ketua sebesar 7,59'o (tujutr setengah porseratus) dari Tunjangan Jabatan Kctua

DPRD;

b. Wakil Ketua sebcsat'59t, (lima perseratus) dari Tuqiangan Jabatan Ketua DpRD ;

c. Sekrelaris sebesar 49t (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DpRD ;

d. Anggota sebesar 3olo (tiga perserat.s) dari Tunjangan Jabatan Ketua DpRD.
(2) Tunjangan Badan Kehormatan uns\u luar DpRD yang duduk dalam Badan

Kehormatan, diberikan tuqjatrgarr sebagai berikut :

a. Ket&1 paling tilggi 50% (lima puluh perseratus) dari Tuqiangan .Iabatan Kerua

DPRD;

b. wakil Kehu pali.g turggi .15% (empat p.lurr rima pcrseratus) dari'runjangan
Jabatan Kerua DpRD ;

c. Anggota paling tinggi 40ozo (empat puluh perseratus) dari Tuqiangan Jabatan Ketua

])PRD.

Pasal I 5

Pajak Penghasilan Pimpirran dan Anggota DpRD diksnakan sesuai dcngan kctontuan

perahlan penrndang-undangan.

Bagian Kedua

Tur{urgan Kesejahtera an

Pasal 16

(l) Pimpinan den Ang4ota DpI{D beserta keluaga'ya diberikan tunjangan pemeliharaan

kesehatan d.rn pengobatrn.
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(2) Tunjangan pemoliharaan koschatandan pcngobatan scbagaimana dimaksud pa& ayat

(t) sama dcngan llet on.iuan lang hcll;rlilr legr'u'ai Negoli Sipil goiongatl IV'

(3)KeluargaPimpinandan.&lggotaDPRDyangnran<lapatpemelilraraanl:esehalimdan

pengobalan yaitu suami atau isri trcserta 2 (dua) orang anak'

(4) Tunjangan kesehatan rian pengobatarr sebagaimana dimalsud pada ayat (l) diberikan

delam. hcnnrk pctnbayluan prcmi asuranlii kesehatan kepatla lcrnbaga asuransi

l.:csehatan 1'a',:rg ditunjrrk o!.eh Pemcril[ah Daelah'

Pal;nl 17

(l) Pimpinarr DPRD diserliakan masing-masing l(satu) runlah jabatan beserta

pcdengkapa:mya dan 1. (satu) uttil kertdarlan Cinas jll':atan;

(2) Ptnlcdiral nrmah irb:rtan. pcrlengkapan drn kendaraan din'rs jabat:rn pimpinrn DPRD

st:bagrinrlna ilinralisud 1>;rrla rr1';rf (1) berpodomaa pada stafidar yang ditetapkan

dcngan keputrrart IicPala Deerah;

(3) Pada sart Penycrahan rumah jabatan bcserta Pcrlengkapan serta I (satu) kendalaan

rlinas jah:rtan sebagairnana dimaksurJ pada ayat (1) dituangkan dalatil ililtan peLjanjian

ilntara Pe,nsfinllh Dacralt dcngan Pirnpinan DPRD;

(4) Belanja pemeliluraan rumah jabatan beserta pet lengkapannya dan kendataan dinas

jabatan dibebantan prrCa IJRD;

(5) D:rlam hel Pinpinan DPRD bohrnti atau he.r'akhir masa jabatarrnya, rvajib

rnengernl-. aliknn nrmrh _ilb:rta;l bescrta pcrlcngkapannya dan kcndaraan dinas dalam

kelda:n haik liepr<!; P;tt',trittt:rh l)ecrah paling lambat I (situ) bulan sejak tanggal

pembcrhentian.

P;ual 18

(1) .r.nggola DPRD r,lrpat dieediakan rtrasing-qrasilg 1 (satu) lrmah dinas begerta

perlcngk.rpannJ,a:

(2) Penvecli:rn rumnlt ditas scbagaimana dimalisud pada ayat (l) berpedoman pada

standrr ;u irng ditetapkm dengan kupuhrsan Kepala Daerah;

(3) Penyerahan rumah dinas bcserta perlengkapa lya sebagimana dimaksud pada ayat

(1) dihrangkan dalam ikatan perj.urji:n sntara Pemerinlah Daerah dengan yang

berrangkutan:

(4) Bclanja pemeliharaan nrmah dirurs <lau perlengkapannya dibebankan pada APBD.

(5) Dilam hal .{nggota DPRD ttbc::hcrllikrn atxu berakltir masa baktinya, wajil'r

mengelnbalikln rrrnah dinas beserta pellengltapamya dalam keadaan baik kepada

Pernr:rirtrh Dact rh paling hnrbet i (sriu) tltdrn sejik tlllggal pe.mberhcntian.
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I'asal l9

Rtanah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dirus l\nggota DPRD beserta perlengkapannya

dan kendar.aan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau

digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah skuktur bangunan dan stafus

hukumnya.

Pesal 20

(l ) Datam tral Pemedrrtah Dacr*r belum dapat rnenyediakan rumatr iabatan Pimpinan atau

rumah dinas Alggola DPIID, kep;rda yang bcrsangkutur diberikan tunjangan

perumalun.

(2) Tunjaru.rn perumahan sebagaimarun dirnaksud pada ayat (l) berupa uang serva rumah

yang besamya disesuaikan dengan standar harga setcmpat yang berlalt yang

rhtetapkan ciengar, I.eputusrr' Bupati.

Pasnl 2l

(l) Pinrpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas bose a atributnya tsdiri atas :

a. Pakaiu, Sipil ilarian disr:diakan 2 (dua) p.rsarrg dalam satu tahun;

h. Paka'ian Sipil Resrni disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun; dan

c. Palaian Sipii Lengtriap disediakan 1 (sahr) pasang dalam sahr tahun.

(2) f.itantlar satuan halga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Pasal 22

l,a;rlam hal l)irnpiiran drn Anggo&! DPRD rneringgal dunia, kepada ahli waris dibclikan :

a. [Jang dulia 'riafat sebosar 2 (dua) kali uang repteccntasi atau apabila mcninggal rtunia

dalam rne r',jaiankatl tug;ls dib,:r'ikan uang <luka tewas sebcsar 6 (enarn) kali uang

rcprcscrrtasi;

b. Bannran biaya pcngur'usur jenazah.

Bagian Kctiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

(1) Pimpinan atau Anggota DPIID yang menin.qgal dunia atau mcngakhiri masa baktinya

diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besamya uarrg jasr pcngabdian sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) disesuaikan

dengrn masa brkti Pirnpinan dal .{nggota DPRD dengan ketentuan :

11



a'Masabaktikulangclaril(sanr).lahun,dihitrrngl(sahr)lahurrpenuhd.rndiherikan

uangjasa pengabdian I (satr.r) bulan ttang representasi I

b. Masa bakti sampai dengan I (saru) hhun' diberikan uang jasa pengabdian I (satu)

hnlal uang rePrcoenl: si :

c.Masahaklisampairlengan2(rlrra)tahun,rlibcrikanuangjasapenllat'dian2(dua)

bulan tlaltg rcPresentasi '

cl. Masa bakti sa-opai dcng3n 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga)

hulan trang rcpresentasi ;

e. \{asa bakti sampai dengan 4 (crrrpat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4

(empat) bulan uang rcirrcsentasi :

f. Ir{asa bakti srmpai dengan 5 (linrr) tahrur, dibcrikan uang jasa pengabdian

setinggi-tingginl'a 6 (enam) hub.n llang representasi'

(3) Dalam hal Pimpinan atsu Anggota DPRr) rncninggal duniai uang jasa pengabdian

scbagaimana dimaksrrd pada ayat (2) diberikan tcpada ahli warisnya'

(4) Pombayaran uang jasa pongabdian dilakulan retelatr ymg bcrsangkulau tlinvatakan

diberhcntikan sccra hormat scsrv'i dengen keteritulut peraluriln pcnlndang-rtn dlr gln.

RABW

BEL,A.NJZ\ PE,\\NJANG KF.GIAT.q.N DPRD

Pasal 24

(l) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk nendukung kclancaran hrgas, firngsi

dan wcrvenang DPRD.

(2) Belanja Penunjang l(egiatan sebagaimana dimaksud pada a5'at (1) disusun herdasarkan

Roncnna Kerja yang ditetapknn Pinrpinan DPRD.

BAB V

PENGELOI-AAN KE,UANGAN DPRD

Pasal 25

(l) Sckrctaris DPRD mcnyusun belanja DPRD vang tcrdiri atas belanja pcnghasilan

Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD Yang diformulasikan ke dalam Rencana Ke{a

dan Anggaran Sahun Kerja Perangkat Daerah Seketariat DPRD'

(2) Belania penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) tersebut &lam ketentuan Paoal 10 dianggarkan dalam rekening DPRD.

1l



(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan &n .{nggota DPRD sebagimana dimaksud pa&

alat (1) torscbut rlalam ketenluan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21,

Par,alZl dan Pasal 23 scrta Penu4iang Kegiaan DPP.D sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam rckening Sekretariat DPRD yang diuraikan ke

dalam jenis belanja sebagai bcriLut :

a. Belar{a Pegawai ;

b. Behrja Baraug tlan Jirs:r ;

c. Eela"rja Pcrjrl.rrrerr l)in;a ;

il. Belanja Perne liharaan ;

e. Belanja Modal.

(4) Pengelolaan bclurja DPRD dilaksarnkan oleh Sekctlriat DPRD dengan berpedornan

pada kekntuan peraturan penrndangundangan.

Pagal 26

Penganggaran a&u tindakan yang bcrakibat pcngeluaran atas beban belanja DPRD mtuk

tujuan lain diluar keteltuan yang ditetapkrn dalam Peraturan Dauah ini, dinyatakan

mclanggar huhrun.

Pa.sal 27

(l ) Anggaran bolarrja DI'RD ntcrupaltatt bagian yang tidak terpisahkan dai ,{I']BD.

(2) L'lnyu.runan, polali.sanaan taler usaha, pcrtanggunglawaban belanja DPRD sebagaimana

dfunaksuC padr a-va:11) disamakan dengen belanja saruan kerja perangkat daerah

lainnya.

it,,\B Yl

KETENIU;\NI PEMJ'|L]P

,:'asal 28

Ila.l-lral ylng bciuttt diatur dllarn .l'oratufau Dactalt ini, scpar{ang ntcngenai

pclaksanaarmya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasai 29

P;yla saat Peraturan Dacrah ini mulai berlakq Perah[an Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat tr Kediri Nomor I Tahun 1998 rentang Kedudukan Protokoler Kehr4 wakil Ketua

dan Alggota f)ewim Perw:rkilarr Rakl.ar I)aerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Kedili dan

Peranyan Daerah Kabuparen Kcdiri Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Kedudukan Keuangan

De',van Pcnrakilau Ilakyat Dacrait I(abupatou Ke diri, dinyatakan tidak bcrlaku.
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peraturan 
Daerah ini murai ber 

Pasal 30

Agar sedap orang mengerahri:l':1i "*-al_diun<tangkan ;

dengan penempahnnya daran 

tmya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
Lcmbaran Daerah Kabupatcn Kedir.i.

Dsahkan di Kediri

pada tarrggal l-12_ 2004

BLIPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

Dundangkan di Kcdiri pada tang6;al t-12_2004
SEKMTARIS DA[,RA(

TTD

DJOKO SOE}IARNO

I.EMBARAN DAERAH KABLIPATEN KEDIRI
TAHLTN2OO4 NOMOR 16 SERI E

t4



PLli'i"tl:L;rsru

ATAS

PERA i iritAli uAlrtuui lvlttuP'{-iEf i ItEDiRl

NUivlUl{ 2l .frUlUN 2004

Ib.Nl'Af iG

KEDUDLXAN PROToKoLER DAN KLI'UAI'I-GAN PIIvIPINAN DAN ANGGOTA

DEWA}{ PLRWAKILAN iT.'\i(YA DAERAH

KABUPAI'EN KtsDAJ

I. PL'NJELASAN UMLIIvI

Batrwa grura menindaklanjuti Peratulan Pemenntah Nomor 24 fahun 2004 tcntang

Kedudukan pfotokolir darr Keuangiur l,urrp,,rarr oan Anggota l)crvau Per'''rakrlan

Rakyat Daeralr" maka pertu segera dibennrli Petanrur Daerah yang baru' Berkaitan

denganhaltersobut,PefahrrarlDaerahKabupateni)acrahTirrgkrtllKcdill.i],.iolnorl

Talrrrnigg8tenlurgKcdudukanProtokolcrKetua,wakllKetuadarrl\nggolrDewan

Penriakilan Rakyat l-,x.erah s'abupaietr Daerah r rngkat il Kediri iian Peratutart Daerall

Kabupaterr Kediri Nomor q 'Iahun 200r toltang Kedudukan Kcuaugan ))ewut

Perwakiian Rakyat Daelah Kauupaten Keclili tlipantlang sudair tidak sesuai lagi'

il. PI]NJE,LASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I samPai dengiur Pasal 2-t

Ayat (3)

Pasai 23 aYat (4)

Pa-cal 24 samPai dengan Pasal 30

: Cukup jel:rs

: U;mg jasa pengabciian ti<iak dibcrikan kcpada

i-\mpinan dan r\nggota DPIID yrurg diberhorrtikert

dcngan tidak hotmat.

: Cukup jelas

TAMBAHAN LEIVIBARAN DAli'ItAIf KAijLII,AIL,N hEDIRI NOMOR 13 SERI lr
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